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Qfeh : Brigadir Jenderal Polisi Drs. DPM. Sitompul, MH, SH

1. Pendaliulusn ¢ Setta penjarahan rumah mantan Gubemur

. : o Aceh Prof. DR Ibrahim Hasan.
Pada bulan Desernber tahun 1998 di Propinsi .

Aceh telah terjacli 6 {enam) kasus tindak pidana 2. Permasalahan.

yang menonjol yaitu : kasus pengerusakan mo- Dalam tulisan ini akan dibahas perma-
bil oleh. massa, kasus pengerusakan gedung  salahan sebagai berikut ;

perternuan di Sighi, kasus penculikan anggota 2. Peristiwa apa saja yang tevjadi di Propinsi
Koramil, kasus perivanderaan anggota TNL A, Aceh pada bulan Desember 19957

kasus pembakaran kantor Polsek dan Koramil  b. Apa dasarnya hukum dilaksanakan Cpe-
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sus  pe- Wibawa Ren-
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- liar.Di Kecamatan Dewi Segala, Kabupaten
Aceh Utara, akibat adanya isue tersebut te-
.+ ah berkumpul massa kurang lebih 800 o-
+.rang dan mendirikan 6. (enam) pos penja-
- gaan untuk melaksanakan swepping secara
-+ liar. Salah satu korban dari swepping secara
liar tersebut adalah Letda Pol, Mudkhiis dan
- Serda Misdun yang mobﬂnya du usak oleh

wor INBSEA.:

-:Pada tanagal 27 Desembe; 1998 di kota Sigli
.-ftexjach penger usakm gedung pertemuan
yang dilakukan ‘oleh massa sekitar 500 o-
- rang, padahal pada saat itu ada periemuan
.. Golkar.yang dihadivioleh DR. Abdul Gafur.
* Pengerusakan terhadap gedung pertemuan
~di kota Sigli berkembang, dengan sasaran
lainnya pembakarar: ferhadap 2 (dua) buah
~mobil serta Pos Polisi Lalu Lintas. Massa yang
beringas tersebut akhirnya dapat diken-
dalikan.
Pada tanggal 28 Desember 1998 terjadi
penangkapan terhadap seorang anggota
Koramil Pendada bernama Serda Muntahar
oleh sekelompok massa. Anggota Koramil
tersebut disandera dan kasusnya ditangani
oleh Polres Aceh Utara. Kemarahan massa
terhadap anggota Korami tersebut, dengan
latar belakang adanya berita bahwa telah
terjaci tindak pidana kesusiiaan terhadap
salah seorang perempuan yang dilakukan
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-+ pping liar tersebut telah menjadi korban 9
+{sembilan) anggota ABRI dengan rmcxan

sebagai berikut: e

1) 5 (lima) orang anggota TNI AD di—
buang kesungai Arakando. - o

2 (dua} orang anggota TN AD chsan—
dera;* o

3} 1(satu) orang anggota TNI AD ter kena
bagokan...: -~ 2,

) (satu) pucuk senjata Elpl gengam ang
‘gota Polri dirampas. 1.
~Pada-tanggal 30 Desember 1598, ter}adl 2

(ctua) perisliwa pidana di Kabupaten Aceh
Utara. Adapun garis keras tindak pidana
kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1} Di Polsek Banda Sakti massa telahiber-
kumpul banyak dan mereka bergerak maju
menyerang kantor Koramil serta kantor
Polsek. Massa melakukan tindakan penge-
rusakan dan pembakaran Kantor demikian
Juga melekukan pembakaran/merusakan
terhadap 4 (empat) buah mobil dan 5 {lima)
buah sepeda motor. :

Z) Di Desa Palu Muara I telah ter}adz pe-
nyanderaan terhadap 4 (empat) anggota
Marinir oleh kelompolk GPiC. Salah seorang
anggota Marinir yang di sandera berpang-
kat Mayor (Mayor Marinir Budianto Abas).
Menghadapi kejadian tersebut pihak Polisi
melakukan upaya penyelidikan dan penyi-
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landasan hukum diadakannya operasi khusus
oleh finak Kepolisian antara lain berlandaskan
pada peraturan-peraturan sebagai bexkut-
13 Pasal 5 UUNo. 28 tahun 1957 tentang Ke-
palisian Negara Republik Indenesia yang
+isinya - Képolisim Negara Repubiik Indgriesia
adaion unsur ABRI yang ferutama berperan me-
- nelthara keamanan dalam vegers”:
Dengan adanya ketentuan pasal 5 UL No.
28 tahun1997 tersebut diatas, dapat dilihat:
Masalah kejahatan di Aceh adalal masalal
keamanan dalam negeri Republik Indone-
sia yang: penanganamya mencredepanl\an
o POLRL=
2} ‘Pasal 16 UU ’\Eo. 28 tahun 1957, terhadap
kepolisian negara Rl'yang isinya :
“Polri dalam proses pidana mempanyal wewe-
aang : dalam rangke menyelengearakan tugos
< sebagaimang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal
14 dilbudang proses pidana, Kepolisian Negara Rl
berwenang untuk :
¢} Melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan,
b) Melarang setiap orang meninggalkan
atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikar,
¢} Membawa dan menghadapkan orang
kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
d) Menyurch berhenti orang yang di-
curigai dan menanyakan serta memeriksa

~+13) ~Menyerahkan berkas perkeua p’ida pe-

L)
e

nugttut wmam, -G

) Mengajukan permmtaan secara’ lang-

sung kepada Pejabat imigrasi dalam keada-
an mendesak -untuk melaksanakan cegah
dan tangkal terhadap orang yang disangka

-melakukan tindak pidana.
-k} Memberikan petunjuk dan bantuan

penyidikan kepada penyidik pegawai ne-
geri sipil serta menerima hasil penyidikan
penyidik pegawai negeri sipil untuk dise-
rahkan kepada penuntut umem, -

i} Mengadakan tindakan-tindakan lain

~menarut hukum yang bertangeung jawab.

Berdasarkan wewenang Polri tersebut di-
atas maka Kapolda Aceh dapai tindakan-
tindakan dalam tugas maupun wewenang-
nya melaksanakanoperasi-operasi menurut
penilaiannya sendiri atas kasus-kasus yang
dihadapinya, Hal tersebut dengan landasan
hukum berdasarkan pasal 18 UL No. 28 ta-
hun 1997, tentang Kepolisian Negara Rl
yang isinya: "Uniuk kepentingan umum Pejabat
Kepolisian negara Ri dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnyn dapat bertindok menurut
pendmannya seadin”,

Pasal 4% KUHP. Pasal memberikan landas-
anhukam pembelaanterpaksa dari petugas
Polri/ ABRL untuk membela diti dalam ke-
adaan terpaksa apabila ada serangan ter-




++: - jabatan yang diberikan oleh pengﬁaé’a yang
. bérwenang, maka. anggota ABRI tersei:ut
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tidak bisa dihukum. *
Pasal 27. U No: . 28. tahun. 1997 tentang

; -__'_i\epohs]an Negara RI.-Pasal ini memberi

- wewenang kepada Polii apabﬂa dalam me-

L %aksanaka_n tugas terdesak dan terpaksa

. serta untuk kepentingan umum dapat me-

.= minta bantuan .dan anenggunakan unsur

ool

- ABRIJainnya. Dengan adanya pasal 27 ini

- 'maka pelibatan satuan ABRI yang mem-
- banu Polri di Aceh dibenarkar dengan Ko-

 dal, tetap KapoldaAceh. -
Pasall: Peraturan Pemerintah No: 16 tahun

- 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan
- Bantuan Militer, isinya:

! Keadnan binsa adalgh suaty keadnan tidek dalam
keadaan bahaya yang dimaksudkan dalam

.- Peraturan Pemerintah penggant UU No. 23 PP

- fabhun 1959 (entang keadaan bafaya)”,

Berdasarkan pasal 1 tersebut diatas situasii
Propinsi di Aceh dapat diklasifikasikan ma-
sih dalam keadaan biasa (tdak dalam ke-
adaan darurat perang/ tidak dalam keada-
an darurat militer dan tidak dalam keadaan
darurat sipil), dengan demikian wewenang
Polri masih beriaku sebagaimana biasanya
dalam menegakan Hukum Fidana (KUHP
g prosesnya harus sesuai dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

:merupakan tindak pidana yang: deipaé me-

langgar dan diancam pasal- paSal antara
lain :

(a) Pasai 176 KUHP (Pengemqakan penge-
royokary)

(b) Pasal 351, 353, 355,359 KUHP (Peng-
aniayaan)

{¢) Pasal 365 KHU? (Pembunuhan diren-
canakan) - :

{d)Pasal 340 . KHUP (i’encurlan dengan
kekerasan) .

(e) Undang-undang Dalurat Ne 12/ 51
{Senjata tanpa izin),

10) Arahan dan bantuan kekuatan dan Mabes

Polri. Kepada Kapolda Aceh diberikan
arahan dan bantuan kekuatan dari Mabes,
adapun arahan-arahan dari Mabes Polri
antara lain :

a) ‘Arahan, 1) Fengungkapan kasus_ dijadi-
kan target/prioritas pertama Polda Aceh.
(2} Menindak tegas terhadap pelaku swep-
ping dan penganiayaan/pembunuhan de-
ngan mengertakan pasal-pasal yang tepat.
(3) Pembinaan masyarakat secara intensif
sehingza masyarakat sebagai surriber infor-
masi serta menspersempit ruang gerak pe-
laku/ pengacau. {4} Membentuk team/ sa-
tuan tugas pemburn untuk pencarian dan
pembebasan anggota ABRL
b) Bantuan kesatuan. {1} Dari Mabes Bri-




{b) Kuat Pers TNI AD sebagai perkuatan.
- Korem - e
- Kedim
-~ Linut 100 Birjay
- Yon111/DB

“-Yon113/]5
- [Jen Rudal 01/PR
-Den/ipus Lhokseumawe,

(e} Kuat Pers TNI AL sebagai perbuatan.
.~ Koprs Marinir - Satgas
- Marinir Lhokseumawe

. = Den Jaka

5. Kesimpulan dan Saran

a,

Kesimpulan
1) Berdasarkan fakta sementara peristiwa

yang terjadi merupakan tindak pidana, yang
diklasifikasikan sebagai: penganiayaan,
pembunuhan, penculikan, pengeroyokan,

pengrusakan, pembakaran, penyalahguna-

ari senjata api, _

2} Yang menjadi sasaran serangan aski-aksi
pada umumnya adalab anggota ABRE dan
kantor-kantor Pemerintah:

a) Korban ABRI TNI AD 6 orang meninggal
dunia, Polri 1 orang meninggal dunia.

b} Korban yang belum diketemukan : 1 o-
rang anggota Marinir dan 1 orang anggota
TNIAD.

¢ Mapoisek dirusak/ dibakar 5 buab.

A Waramil dirieal /dibakar 1 baaly

selebaran-selebaran vang dibuat mereka dn
sebagainya yang menyatakan melawan
Pemerintzh.

3) Operasi yang dilaksanakan dalam
bentuk operasi khusus Kepolisian dengan
sandi "WIBAWA RENCONG” dan sebagai
Dan Satgas Kapolres Aceh Utara, Ka. Opsda
adalah Kapolda sedangkan Danvem di-

‘tunjuk kel Kapolda sebagai Koordinator
- pasukan perbuatan, merupakan bentuk ko-
- perasi yang sudah tepat, mengingat: (a) Ben-

tuk gangguan yang dihadapi dinilai masih
merupakan gangguan Kamiibmas. (5) Tin-

+ dakan-tindakan yang dilakukan merupa-

kan tindakan Kepolisian yang berdasarkan
hukum, akan tidak mengundang "REAKSI
NEGATIF" baik dart masyarakat dalam
negeri dan luar negeri,

4} Situagi kondisi yang teijadi saat itu dapat
terkendali letapi bila berkembang, periu di-
adakan tindakan-tindakan represif untuk
dapat mengungkapkan kasus/ peristiwa se-
hingga dapat menemukan dan menangkap
para pelaku serta mengunekap jaringan-a-
ringan disamyping itu periu difaksanakan
upaya pembinaan masyarakat.
Sararesaran.

1} Operasi Khusus Kepolisian perlu terus
dilanjutkan sampai situasi Keamanan dan
ketertiban masyarakat terwujud dan stabil






